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ABSTRAK 
Berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur, termasuk di dalamnya pembinaan dan 
pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, yang merupakan bagian integral 
dari dunia usaha dimana kegiatan ekonomi rakyat, mempunyai kedudukan 
atau potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur 
perekonomian nasioanl secara adil dan merata di Indonesia. Pemerintah 
berusaha untuk meningkatkan pendapatan perusahaan menengah dan kecil, 
dengan harapan agar usaha menengah dan kecil tidak selau menjadi beban 
pemerintah, tetapi dapat berkembang menjadi kekuatan Negara dibidang 
pembangunan ekonomi Nasional. 
Wujud pemberdayaan usaha dilakukan dengan cara kerjasama usaha 
antara pengusaha besar dan kecil disertai dengan pengembang- an dan 
pembinaan usaha dengan prinsip saling menguntungkan. Berhubung 
pembinaan dan pengembangan usaha dilakukan oleh dua pihak yang memiliki 
posisi yang berbeda yaitu di satu pihak, pengusaha mempunyai posisi yang 
lebih kuat karena memiliki modal dan manajemen dalam bidang usah, dan 
dilain pihak pengusah kecil memiliki posisi yang lemah karena keterbatasan 
yang dimiliki oleh pengusaha kecil.  
 
Kata Kunci : Aspek Hukum Tentang Pengembangan Usaha 
 
I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Menurut sejarah bahwa masyarakat 
Indonesia dikenal dengan masyarakat agraris, 
karena mayoritas masyarakat Indonesia hidup 
dari pertanian dan hanya masyarakat yang 
hidup di perkotaan dan pantai-pantai yang 
sering terlibat dalam perdagangan atau usaha 
kecil-kecilan, sekalipun zaman penjajahan 
pedagang Indonesia aktif berdagang rempah-
rempah sampai ke Teluk Arab dan 
Madagaskar. Namum perdagangan tersebut 
lebih mengarah pada petualangan tanpa 
kesinambungan bisnis dalam ukuran modern. 
Kini zaman telah berubah di mana posisi 
Indonesia masuk ke dalam dunia 
kewirausahaan termasuk di dalamnya 
pengembangan dan perluasan usaha kecil di 
Indonesia. Istilah wirausaha menjangkau 
semua kegiatan usaha di Indonesia baik yang 
besar maupun yang kecil, baik perusahaan 
negara maupun swasta. Mereka yang aktif 
dalam dunia usaha dan mempraktikkan prinsip 
eknomi adalah wira usaha. 
Salah satu upaya untuk mencapai tujuan 
nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil 
dan makmur yang merata, baik dalam bentuk 
material maupun spiritual bagi seluruh rakyat 
Indonesia, maka usaha kecil sebagai bagian 
integral dunia usaha yang merupakan kegiatan 
ekonomi rakyat dan mempunyai kedudukan 
dan peranan yang strategis dan mewujudkan 
struktur perekonomian nasional, perlu 
dikembangkan dan diberdayakan, dalam 
memanfaatkan peluang usaha, dan menjawab 
tantangan perkembangan ekonomi di masa 
akan datang. Berdasarkan pertimbangan di 
atas, maka sebagai wujud nyata yang 
dilakukan pemerintah untuk mendukung 
pengembangan usaha kecil, pemerintah telah 
menerbitkan Undang_Undang Nomor 20 
Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
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Menengah (Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1995, tentang Usaha Kecil 
dan Menengah). Sebagai dasar hukum 
pemberdayaan usaha kecil. 
Sejak dari zaman orde baru sampai era 
reformasi pembangunan nasional tetap 
berjalan seirama dengan perkembangan 
zaman. Namun dalam transformasi tersebut 
tidak berjalan sesuai dengan keinginan 
pemerintah, karena ada sejumlah ketimpangan 
dan ketidak seimbangan yang selalu muncul 
dalam struktur ekonomi masyarakat. Menurut 
Sumitro Djoyohadikusum
1
 menunjukan 
ketimpangan dan ketidak seimbangan yang 
dimaksud bersifat struktural dan mempunyai 
hubungan timbal balik satu dengan yang 
lainnya, menyangkut : 
1. Keadaan sumberdaya produktifitas yang 
tersedia tetapi dengan kelangkaan modal 
pada keterbatasan sumber daya manusia 
dan teknik keahlian, profesional, 
kemampuan mengelola (managerial 
capability / tingkat ilmu pengetahuan dan 
teknologi); 
2. Penggunaan sumber daya produksi 
diutamakan pada produktifitas sumber daya 
manusia; 
3. Kesenjangan dalam pola pembagian 
kekayaan dan pendapatan antargolongan 
masyrakat, antardaerah, lingkungan kota. 
Pengembangan usaha kecil melalui 
kemitraan, di harapkan agar pemerintah dunia 
usaha dan masyarakat dapat melakukan 
pembinaan dan pengembangan usaha kecil 
baik dalam bidang produksi dan pengolahan, 
maupun dalam pemasaran maupun sumber 
daya manusianya dalam bidang tehnologi. 
Upaya pemerintah dalam mengembangkan 
usaha kecil dengan melibatkan usaha 
menengah dan besar, karena berangkat dari 
pengalaman masa orde baru, yang pada 
akhirnya banyak perusahaan kecil yang tetap 
kecil bahkan hilang dari peredaran, karena 
tidak mampu bersaing. 
 
B. Rumusan Masalah 
                                                          
1
Sumitro Djoyohadikusumo, Perdagangan dan 
industry dalam pembangunan, LP3ES, Jakarta,1987, 
hlm 56 
Berdasarkan uraian pada latar belakang 
tersebut di atas, dapat dirumuskan 
permasalahan adalah :  
1. Apa sajakah yang terkait dengan 
pengembangan usaha melalui kemitraan 
Usaha, dikaitkan dengan UU Nomor 20 
Tahun 2008. 
2. Apa sajakah permasalahan hukum dalam 
pengembangan usaha di tinjau dari PP 
Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Kemitraan 
Usaha 
 
II. PEMBAHASAN 
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 
Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 
1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah 
Konsideran Undang_Undang Nomor 
20 Tahun 2008, menyatakan, bahwa 
Masyarakat adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
harus diwujudkan melalui pembangunan 
perekonomian nasional berdasarkan 
demokrasi ekonomi. Bahwa sesuai dengan 
amanat Ketetapan Majelis 
Permusyarawatan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 
tentang Politik Ekonomi dalam rangka 
Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah perlu diberdayakan sebagai 
bagian integral ekonomi rakyat yang 
mempunyai kedudukan, peran, dan potensi 
strategis untuk mewujudkan struktur 
perekonomian nasional yang makin 
seimbang, berkembang, dan berkeadilan. 
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah sebagaimana dimaksud 
dalam huruf b, perlu diselenggarakan 
secara menyeluruh, optimal, dan 
berkesinambungan melalui pengembangan 
Iklim yang kondusif, pemberian 
kesempatan berusaha, dukungan, 
perlindungan, dan pengembangan usaha 
seluas-luasnya, sehingga mampu 
meningkatkan kedudukan, peran, dan 
potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan dan peningkatan pendapatan 
rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan 
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pengentasan kemiskinan, ditengah derasnya 
perkembangan lingkungan perekonomian 
yang dinamis dan menggelobal, maka di 
syahkannya Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang 
hanya mengatur Usaha Kecil. Hal ini perlu 
diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah di Indonesia dapat memperoleh 
jaminan kepastian dan keadilan terhadap 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
Mengingat isi Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, 
Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal 33 UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Hubungan kemitraan antara usaha 
kecil, menengah, dan usaha besar memang 
mengandung nilai luhur. Karena hal itu 
dimaksudkan untuk menciptakkan 
hubungan yang saling membutuhkan dan 
saling menguntungkan dan saling 
memperkuat di antara para pihak. Namun 
dalam pelaksanaannya bukan merupakan 
suatu hal yang mudah, karena 
mempertemukan antara si kaya di satu 
pihak dan pihak yang lemah di lain pihak. 
Pelaksanaan pola kemitraan dengan tujuan 
seperti di atas, bukan merupakan suatu hal 
yang mudah, efektifitas program kemitraan 
juga sangat bergantung pada faktor-faktor 
struktural yang selama ini menyebakan 
kesenjangan indusri kecil dan menengah. 
Struktur industri itu tidak dapat hanya 
dituduhkan pada keterbelakangan industri 
kecil, selain merupakan sebab kondisi 
keterbelakangan juga akibat dari adanya 
kekuatan eksternal yang memang 
cenderung menggilas usaha kecil. 
Pengembangan usaha kecil menjadi 
penting karena bisa menciptakan struktur 
dasar yang diperlukan dalam 
perkembangan ekonomi di Indonesia. 
Dalam era globalisasi ekonomi dunia, dunia 
usaha perekonomian nasional perlu di 
tingkatkan perkembangannya, mutu produk 
perlu di tingkatkan dan dapat di andalkan, 
sehingga diperlukan adanya dukungan dari 
pihak pemerintah terhadap pengembangan 
usaha melalui kemitraan dengan usaha 
menengah dan besar. Kemitraan merupakan 
kerja sama usaha antara usaha kecil dengan 
usaha menengah atau usaha besar disertai 
pembinaan dan pengembangan oleh usaha 
menengah atau usaha besar dengan 
memperhatikan prinsip saling memerlukan, 
saling memperkuat, dan saling 
menguntungkan.
 2
 
Ketentuan Umum, khusunya isi Pasal 
1 UU UKM, menyatakan bahwa yang 
dimaksud dengan: 
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif 
milik orang perorangan dan/atau badan 
usaha perorangan yang memenuhi 
kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini. 
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi 
produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau 
badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau bukan cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 
menjadi bagian baik langsung maupun 
tidak langsung dari usaha menengah 
atau usaha besar yang memenuhi kriteria 
Usaha Kecil. 
3. Usaha Menengah adalah usaha 
ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perseorangan 
atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 
bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dengan Usaha Kecil atau usaha 
besar dengan jumlah kekayaan bersih 
atau hasil penjualan tahunan 
sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini. 
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi 
produktif yang dilakukan oleh badan 
usaha dengan jumlah kekayaan bersih 
atau hasil penjualan tahunan lebih besar 
dari usaha menengah, yang meliputi 
usaha nasional milik negara atau swasta, 
usaha patungan, dan usaha asing yang 
melakukan kegiatan ekonomi di 
Indonesia. 
2. Dasar Hukum Kerjasama Kemitraan 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  
                                                          
2
Revrison Baswir, Industri Kecil dan 
konglomerasi di Indonesia, Majalah Prisma No. 10 – 
1995, hlm. 84. 
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Adapun Dasar Hukum Kersama 
Kemitraan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 
Menengah, yaitu : 
1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 
1945 dengan Perubahan Ke III, Undang-
Undang Dasar 1945; 
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 
tentang Penanaman Modal Asing 
(Lembaran Negara R.I, Tahun 1967 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2818), diubah dengan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1970 
(Lembaran Negara R.I, Tahun 1970 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2943); 
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 
tentang Penanaman Modal Dalam 
Negeri (Lembaran Negara R.I, Tahun 
1998 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2853), diubah dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 
(Lembaran Negara R.I, Tahun 1970 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2944); 
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan (Lembaran Negara 
R.I, Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3473), diubah 
dengan Undang_Undang Nomor 10 
Tahun 1998 (Lembaran Negara R.I, 
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3790); 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian (Lembaran 
Negara R.I, Tahun 1992 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3502); 
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 
tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara 
R.I, Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3611); 
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3817); 
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen 
(Lembaran Negara R.I, Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3821); 
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara R.I, Tahun 1999 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 
1994 tentang Pemilikan Saham Dalam 
Perusahaan yang Didirikan dalam 
Rangka Penanaman Modal Asing 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3552); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 
1997 tentang Kemitraan (Lembaran 
Negara R.I, Tahun 1997 Nomor 91, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3718); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1998 tentang Pembinaan dan 
Pengembangan Usaha Kecil 
(Lembaran Negara R.I, Tahun 1998 
Nomor 46, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3743); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 
2000 tentang Kewenangan Pemerintah 
dan Kewenangan Propinsi Sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara 
R.I, Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3952); 
14. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 
1981 tentang Badan Koordinasi 
Penanaman Modal, Beberapa kali 
diubah terakhir dengan Keputusan 
Presiden Nomor 120 Tahun 1999; 
15. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 
1993 tentang Tata Cara Penanaman 
Modal, beberapa kali diubah terakhir 
dengan Keputusan Presiden Nomor 
117 Tahun 1999. 
3. Bidang/ Jenis Usaha Yang Dicadangkan 
Untuk Usaha Kecil 
Usaha kecil merupakan kegiatan 
ekonomi rakyat sebagai bagian integral 
dunia usaha yang mempunyai kedudukan, 
potensi dan peran yang strategis untuk 
mewujudkan struktur perekonomian 
nasional yang makin seimbang dan 
pemerataan pembangunan berdasarkan 
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demokrasi ekonomi. Usaha kecil perlu 
diberdayakan dan diberikan peluang 
berusaha agar mampu dan sejajar dengan 
pelaku ekonomi lainnya untuk 
mengoptimalkan peran sertanya dalam 
pembangunan. Berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b, dipandang perlu bidang/jenis usaha 
yang dicadangkan untuk usaha kecil dan 
bidang/jenis usaha yang terbuka untuk 
usaha menengah atau besar dengan syarat 
kemitraan dengan Keputusan Presiden R.I., 
Nomor 127 Tahun 2001 Tentang Bidang / 
Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk 
Usaha Kecil dan Bidang / Jenis usaha 
YangTerbuka Untuk Usaha Menengah atau 
Besar Dengan Syarat Kemitraan. 
Beberapa Bidang atau Jenis Usaha 
yang terkait sebagai mana di atur dalam 
Keppres Nomor 127 Tahun 2001, antara 
lain yaitu : 
1. Sektor Pertanian 
2. Sektor Kelautan dan Perikanan 
3. Sektor Kehutanan 
4. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 
5. Sektor Industri dan Perdagangan 
6. Sektor Perhubungan 
7. Sektor Telekomunikasi 
8. Sektor Kesehatan 
4. Syarat Pembatalan Kontrak dan 
Terjadinya Force Majeure  
Kontrak merupakan dasar hukum 
utama hubungan para pihak Kekuatan 
kontrak yang telah disepakati para pihak 
mengingat sebagai undang-undang 
terhadap mereka. Penafsiran kontrak, 
maka yang harus dijadikan dasar yang 
utama adalah teks dari kontrak yang 
bersangkutan. Jika kata-kata yang tertulis 
dalam klausula kontrak telah jelas, maka 
tidak diperkenankan para pihak 
menyimpang dari maksud klausula 
dengan cara melakukan penafsiran. 
Penafsiran kontrak dibenarkan jika 
klausula-klausula kontrak ada yang tidak 
jelas/bisa menimbulkan pengertian ganda.  
Pasal 1226 KUH Perdata 
menganggap bahwa syarat batal selalu 
dicantumkan dalam suatu kontrak timbal 
balik, manakala salah satu pihak tidak 
memenuhi kewajibannya. Kontrak tidak 
menjadi batal dengan sendirinya (batal 
demi hukum). Jika terjadi salah satu pihak 
tidak memenuhi kewajibannya baik dalam 
kontrak yang mencantumkan syarat batal 
atau tidak mencantumkan syarat batal, 
maka pembatalan kontrak tersebut oleh 
pihak lainnya harus terlebih dahulu 
dimintakan kepada pengadilan. Adapun 
jika dalam kontrak tidak ditentukan syarat 
batal, maka hakim leluasa memberikan 
persetujuan jangka waktu tertentu kepada 
pihak yang tidak melakukan prestasi 
melakukan prestasi, jangka waktu ini 
tidak boleh melebihi waktu selama satu 
bulan. 
Alasan Terjadinya Force Majeure 
Dalam Suatu Kontrak, Force majeure 
atau“keadaan memaksa” merupakan suatu 
keadaan dimana seorang debitur terhalang 
untuk melakukan prestasinya karena 
keadaan tau peristiwa yang tidak tertuga 
pada saat dibuatnya kontrak, keadaan 
tersebut tidak dapt dimintakan 
pertanggungjwaban kepada debitur, 
sementara si debitur tidak dalam keadaan 
beritikad buruk. Kausa-kausa force majeure 
dalam KUH Perdata terdiri dari : 
1. Force majeure karena sebab-sebab yang 
tidak terduga 
2. Force majeure karena keadaan memaksa 
3. Force majeure karena perbuatan tersebut 
dilarang oleh undang-undang.  
B. Aspek Hukum Tentang Pengembangan 
Usaha Melalui Kemitraan Dalam 
Perspektif Uu Nomor 20 Tahun 2008 
1. Pengembangan usaha melalui kemitraan 
Usaha, di kaitkan dengan UU Nomor 20 
Tahun 2008. 
Pertumbuhan UMKM di Sulawesi 
Tengah, mengalami perkembangan pesat 
Dalam lima terkahir, antara 2006 hingga 
2010, pertumbuhan koperasi dan Usaha 
Mikor Kecil dan Menengah (UMKM) di 
Sulteng mengalami perkembangan sangat 
pesat. Misalnya pada perkoprasian, tidak 
hanya terjadi peningkatan yang siginifikan 
dari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi 
juga mampu menyerap hingga puluhan ribu 
anggota baru. Perkembangan ini menjadi 
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kebanggaan bersama, karena sejalan 
dengan amanah UU Nomor 32 tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah, dimana 
disebutkan bahwa pembinaan koperasi 
menjadi urusan wajib bagi pemerintah 
daerah baik pemerintah Kabupaten maupun 
pemerintah provinsi. Kepada Radar 
Sulteng. 
Kepala DInas Koperasi UMKM, 
Perindustrian dan perdagangan Provinsi 
Sulteng, H. Muh. Hajir Hade, SE.,MM, 
mengatakan “Bahwa bukti terjadinya 
peningkatan animo masyarakat dalam 
membentuk koeprasi, ditunjukan dengan 
adanya data jika pada 2006 jumlah koperasi 
sebanyak 1.417 unit, maka pada 2010 telah 
meningkat menjadi sebanyak 1835 unit 
atau naik sebanyak 418 unit (29,5%). 
Sedangkan jumlah anggotanya pada tahun 
2006 berjumlah 233.445 orang, di tahun 
2010 menjadi 247.587 orang atau 
mengalami kenaikan hingga 14.142 orang 
(6%). “Terjadinya peningkatan itu tidak 
terlepas dari pola pembinaan yang telah 
dilakukan selama ini”. 3 
Berbagai upaya pembinaan koperasi, 
diantaranya berupa kegiatan pendampingan 
yang meliputi kegiatan pemanfaatan tenaga 
kerja sarjana yang menganggur untuk 
dipekerjakan menjadi tenaga manajer di 
koperasi. Hal ini wujud kepedulian 
pemerintah daerah terhadap pengurangan 
pengangguran, serta memberikan wawasan 
pemikiran soal bagaimana pengelolaan 
koperasi yang baik kepada pengurus 
koperasi seperti melakukan study banding 
dan study kooperatif kepada manajer dan 
pengurus koperasi. 
Kaitannya dengan hal tersebut, 
selama lima tahun terakhir, pemerintah 
daerah provinsi sulteng telah berhasil 
melaksanakan berbagai program 
pengembangan dan pemberdayaan UMKM 
melalui beberapa kegiatan, baik yang 
bersumber dari dana APBD maupun 
                                                          
3
WWW.KUMPERINDAG.SULTENG.GO.ID, 
Kota Palu, 5_2012, pdf. 
1.Kementrian Prdagangan R.I; Komite Kredit 
Usaha Rakyat_Menko Ekonomi; Badan Standardisasi 
Nasional; UKM Gallery; BKPM_Daerah 
APBN. Kegiatan tersebut diantaranya, 
pemberian bantuan sarana usaha bagi 90 
UMKM sarana/pedagang makanan dan 
mimuman. Yakni berupa bantuan gerobak 
sebanyak 65 unit, bantuan kompor minyak 
sebanyak 96 unit, bantuan oven sebanyak 
85 unit, bantuan bahan baku/bahan olahan 
sebanyak 30 paket, bantuan tenda PKL 
sebanyak 13 unit, serta bantuan wajan 
sebanyak 12 buah. 
Sejak 2006 hingga 2010 pihaknya 
telah berhasil mengikut sertakan sebanyak 
375 UMKM unggulan pada berbagai iven 
pameran dan temu kemitraan UMKM dan 
pasar rakyat baik tingkat daerah, regional 
maupun tingkat nasional. Begitupun juga 
dengan pelaksanaan pelatihan, sejak 2006 
hingga 2010 telah dilaksanakn pelatihan 
sebanyak 10 kali dengan mengikut sertakan 
300 UMKM. Sedangkan pelaksanaan rapat 
dan sosialisasi sebanyak 20 kali dengan 
mengikut_sertakan sebanyak 400 UMKM. 
Hal tersebut merupakan hasil capaian 
kegiatan yang bersumber dari dukungan 
dana APBD. Selama kurun waktu lima 
tahun terakhir, peningkatannya memang 
sangat dirasakan,” Sedangkan untuk 
capaian hasil kegiatan yang bersumber dari 
dukungan dana APBN diantaranya, kata 
Hajir, pembangunan Tempat Praktik 
Keterampilan Usaha (TPKU). 
Realisasi Kredit Usaha Rakyat 
(KUR). Sejak 2008 hingga 2010 
Pemerintah Sulteng bekerjasama dengan 
lembaga perbankan telah merealisasikan 
penyaluran KUR di Sulteng sebesar 
Rp124,9 miliar lebih, dengan jumlah 
debitur sebanyak 28.072. Diantaranya 
meliputi : 
4
 
1. Kota Palu, dan Kabupaten Donggala dan 
Sigi sebesar Rp27,2 miliar lebih(7.321 
debitur); 
2. Kabupaten Parigi Moutong sebesar 
Rp17,6 miliar lebih (4.047 debitur),  
3. Kabupaten Poso dan Kabupaten 
Morowali sebesar Rp24,7 miliar lebih 
(4.966 debitur), 
                                                          
4
www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/Kota_P
alu_15_2012.pdf 
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4. Kabupaten Touna sebesar Rp.1,2 miliar 
lebih (12 debitur), 
5. Kabupaten Tolitoli sebesar Rp24,5 
miliar lebih (6.810), 
6. Kabupaten Buol sebesar Rp495,7 juta 
lebih (12 debitur), 
7. Kabupaten Banggai sebesar Rp21,7 
miliar lebih (3.786 debitur) dan 
8. Kabupaten Bangkep sebesar Rp7,4 
miliar lebih (1.124 debitur). 
Hal di atas merupakan hasil caoaian 
dari pembangunan UMKM dalam lima 
tahun terakhir yang sangat membanggakan. 
Meski masih banyak yang harus di 
tingkatkan, setidaknya pencapaian ini 
menjadi pijakan terhadap program 
pengembangan UMKM kedepan,” 
demikian pungkas
5
 
Kredit Usaha Mikro (KUM) terdiri 
atas 2 jenis produk kredit :  
1. KUM (Kredit Usaha Mikro) : Kredit 
Usaha Mikro khusus diberikan kepada 
Usaha Mikro dengan maksimum limit 
kredit sebesar Rp 100 juta. Khusus 
untuk fasilitas top up diperkenankan 
sampai dengan limit Rp 200 juta.  
2. KSM (Kredit Serbaguna Mikro) : Untuk 
pembiayaan berbagai macam keperluan 
(serbaguna), selama tidak melanggar 
kesusilaan, ketertiban umum dan 
bertentangan dengan hukum dengan 
maksimum limit kredit sebesar Rp.50 
Juta.  
Pemerintah terus mendorong 
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM) untuk melakukan 
ekspor, untuk itu, para pelaku UMKM, 
selain mendapat bimbingan teknis dan 
pelatihan ekspor juga disediakan 
pembeayaan ekspor melalui Lembaga 
Pembeyaan Ekspor Indonsia (LPEI). 
Menurut Kepala Departemen Jasa 
Konsultasi Pembiayaan, Penjaminan dan 
Asuransi Indonesia Exim Bank, sesuai 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009, 
telah dibentuk LPEI yang bertugas 
membantu pembiyaan ekspor bagi UMKM, 
serta penjaminan, konsultasi ekspor dan 
                                                          
5
Ibid. 
asuransi. “Berbeda dengan bank yang 
selama ini hanya memberikan fasilitas 
pembiayaan, untuk LPEI sesuai amanat 
Undang-undangnya, juga melayani 
konsultasi bagi para pelaku UMKM yang 
ingin melakukan ekspor maupun yang 
sudah continue namun ingin membuka 
pasar baru,” dalam kegiatan pelatihan 
bagaimana memulai ekspor yang diikuti 35 
Koperasi dan UMKM di Kota Palu. 
Besarnya pembiayaan ekspor itu, 
untuk program kemitraan bagi KUMKM 
yang baru memulai ekspor, maksimal 
sebesar Rp150 juta, sedangkan bagi 
UMKM skala besar, plafon pembiayaan 
maksimal sebesar Rp50 miliar. UMKM 
bisa memanfaatkan pembeayaan itu, 
dengan menghubungi Dinas Koperasi 
UMKM atau lembaga sarana ventura 
setempat, sebab LPEI hanya berkantor 
pusat di Jakarta.“Hingga saat ini LPEI 
sudah memberikan pembiayaan bagi sekitar 
2 ribuan pelaku UMKM. Pembiyaan itu 
bisa menggunakan jaminan usaha, piutang, 
persediaan barang selain asset”. Kepala 
Dinas Koperasi UMKM Kota Palu, 
menambahkan program LPEI itu 
merupakan hal baru, sehingga perlu 
diperkenalkan kepada UMKM. “Melalui 
pelatihan ini, pelaku UMKM bisa 
memanfaatkan fasilitas dari LPEI, sehingga 
produk-produk UMKM seperti handycraft, 
batik dan furniture Kota Palu semakin 
berkembang menembus pasar luar negeri. 
Misalnya di Dinas Koperasi dan 
UMKM melakukan Latihan Terpadu 
Kewirausahaan KBRN: Dinas Koperasi dan 
UMKM melakukan pelatihan terpadu 
kewirausahan bagi mahasiswa dan lulusan 
perguruan tinggi, sebagai upaya 
mengurangi angka pengangguran di daerah. 
Menurut Kepala Dinas Koperasi dan 
UMKM, Pelatihan terpadu kewirausahan 
tersebut, melibatkan sekitar seribu peserta, 
yang nantinya akan di jaring 100 orang 
calon wirausaha baru. 
Para peserta pelatihan yang 
dinyatakan lolos seleksi, akan diberikan 
bantuan modal awal dari kementerian 
koperasi dan UMKM melalui anggaran 
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APBN. Namun demikian, para peserta 
pelatihan yang dinyatakan lolos seleksi, 
diwajibkan membuat rincian rencana usaha, 
untuk dinilai tingkat kelayakanya oleh tim 
penilai. Dalam rangka kewirausahaan 
nasional, kita akan melakukan pelatihan 
terpadu, terhadap mahasiswa mahasiswa 
dan lulusan perguruan tinggi yang berminat 
menjadi pengusaha, dengan jumlah peserta 
seribu orang, dan dari seribu orang itu kita 
akan memilih 100 orang calon pengusaha 
yang lolos dalam hasil seleksi, karena pada 
saat seleksi masing masing peserta sudah 
harus membawa rencana usaha”. 
Kredit sebagai modal awal akan 
diberikan dengan plafon Rp 25 juta per 
proposal yang dinyatakan lolos seleksi. 
Sementara Kontes Penyusunan Proposal 
Kredit, menurutnya, akan dilakukan dalam 
pertemuan akbar Gerakan Kewirausahaan 
Nasional (GKN) pada 18 Maret 2013, yang 
dicanangkan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono dan dihadiri lebih dari 80 ribu 
peserta. Pemerintah Sulawesi Tengah 
sangat Perhatikan Sektor UMKM Sebagai 
Penggerak Perekonomian  
Perekonomian di Sulawesi Tengah 
masih menunjukkan angka positif, dengan 
angka pertumbuhan ekonomi tertinggi 
yakni 5 % dengan kontribusi produk 
domestik regional bruto (PDRB) sebesar 10 
%. Untuk meningkatkan perekonomian, 
Pemprof kini menaruh perhatian pada tiga 
sektor yakni, UMKM, perdagangan, dan 
Investasi. Bahkan untuk sektor UMKM, 
pemprof menjelaskan, pemberian modal 
melalui kredit menjadi peluang bagi 
perbankan. Karena tambahnya, UMKM 
menjadi roda penggerak perekonomian, 
selain itu UMKM juga rendah. 
2. Permasalahan hukum dalam 
pengembangan usaha di tinjau dari PP 
Nomor 40 Tahun 1996 Tentang 
Kemitraan Usaha 
Persoalan usaha kecil hampir tidak 
pernah dan bahkan tidak akan selesai 
dibicarakan, karena mempunyai banyak 
unsur yang cukup sebagai pengejewantahan 
karakteristik yang memang spesifik pada 
usaha kecil, mulai dari bagaimana usaha 
kecil harus dikembangkan, dan dibiayai 
serta bersaing dalam bidang usaha. 
Salah satu upaya pemerintah untuk 
menumbuhkan usaha kecil di Indonesia, 
dilakukan dengan kemitraan usaha, yang 
merupakan kerja sama antara saha kecil 
dengan usaha besar dan atau usaha 
menengah disertai pembinaan dari usaha 
menengah dan usaha besar dengan 
memperhatikan prinsip yang saling 
memerlukan, saling memperkuat, dan 
saling menguntungkan. Pengembangan 
usaha kecil melalui kemitraan usaha 
dilakukan oleh pemerintah sejak orde baru 
dengan mempromosikan progam bapak 
angkat sebagai sarana pengembangan usaha 
kecil.
 
Dalam program ini, pemerintah 
menganjurkan agar usaha besar, baik milik 
Negara maupun swasta mengangkat usaha 
kecil dengan memberi bantuan dalam 
perluasan pasar. Sumber dana dalam 
program ini berasal dari bapak angkat 
dengan pengalokasian 1–5% keuntungan 
BUMN yang harus diselisihkan bagi 
pengembangan usaha kecil melalui 
keterkaitan usaha kecil dan besar.
 6
 
Dalam kemitraan dapat berbentuk 
subkontrak, pola vendor, dan pola dagang 
umum, dalam bidang pertanian umumnya 
dilakukan dalam bentuk Perusaha Inti 
Rakyat (PIR). Pencanangan kemitraan 
usaha untuk mengembangkan usaha kecil 
oleh pemerintah yang didasarkan pada 
kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi, ternyata tidak dapat bertahan 
jika tidak diimbanngi dengan distribusi 
hasil pembangunan secara merata, sehingga 
usaha menengah dan usaha besar ikut 
memperhatikan usaha kecil yang selama ini 
belum sempat menikmati hasil 
pembangunan nasional. 
Perbedaan status di atas cukup 
potensial menimbulkan ketidak seimbangan 
dalam memperoleh manfaat. Konsekuensi 
dari perbedaan dalam kemitraan itu akan 
menuntut pengusaha yang berskala besar 
                                                          
6
Sukarman, ketika musim kemitraan tiba, 
Majalah kredit untuk kemitraan edisi No. 16 Thn ke 3, 
1996. hlm 11. 
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sebagai pihak yang lebih kuat untuk 
menyesuaikan dan mempunyai kemauan 
untuk mengadakan dialog dengan pihak 
usaha kecil. Dalam kondisi yang demikian 
diharapkan adanya perlindungan hukum 
terhadap para pihak yang bermitra agar 
tidak terjadi penyimpangan dalam 
pengembangan usaha melalui kemitraan. 
Perlindungan hukum yang dimaksud tidak 
terlepas dari fungsi hukum yang 
memberikan perlindungan kepada setiap 
orang atau kelompok orang dalam 
masyarakat, karena kepentingannya selalu 
terancam oleh tindakan-tindakan yang 
merugikan. 
Kedudukan para pihak dalam 
pengembangan usaha melalui kemitraan 
adalah setara atau seimbang, di mana para 
pihak masing-masing mempunyai hak dan 
kewajiban. Apa yang menjadi hak bagi 
pihak yang satu (usaha kecil) menjadi 
kewajiban bagi pihak usaha besar. Hak dan 
kewajiban para pihak dalam kemitraan 
ditentukan melalui perjanjian yang dibuat 
sebelumnya. Adapun hak dan kewajiban 
merupakan pengertian yang korelatif, 
artinya dalam suatu hubungan hukum hak 
dari salah satu pihak adalah kewajiban dari 
pihak yang lain dan sebaliknya. 
Pasal 29 UUD Nomor 9 Tahun 1995, 
menetapkan bahwa hubungan kemitraan 
dituangkan dan bentuk perjanjian ditulis 
selengkap-lengkapnya bentuk dan lingkup 
kegiatan usaha yang dimitrakan, hak dan 
kewajiban masing-masing pihak, bentuk 
pembinaan dan pengembangan serta jangka 
waktu dan cara menyelesaikan 
permasalahan. Ketentuan di atas terlihat 
bahwa kemitraan yang dikehendaki dalam 
pengembangan usaha dalam kemitraan 
yang dilakukan secara formal yaitu 
kemitraan yang dituangkan dalam bentuk 
perjanjian secara tertulis antara para pihak. 
Hal itu dimaksudkan agar memudahkan 
dalam melakukan pembuktian jika salah 
satu pihak lalai melakukan kewajibannya 
atau melakukan wanprestasi. Demikian 
juga dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah 
Nomor 44 tahun 1997 di tetapkan bahwa : 
Usaha kecil, usaha menengah, dan 
usaha besar yang telah sepakat untuk 
bermitra, membuat perjanjian tertulis dalam 
bahasa Indonesia dan atau dalam bahasa 
yang telah di sepakati dan terhadapnya 
berlaku hukum Indonesia. Dalam 
penjelasannya Pasal 18 peraturan di atas di 
jelaskan bahwa perjanjian tertulis ini 
sekurang-kurangnya memuat : 
a. Nama para pihak. 
b. Tempat kedudukan masing-masing 
pihak. 
c. Bentuk dan lingkup usaha yang di 
mitrakan. 
d. Pola kemitraan yang di gunakan. 
e. Hak dan kewajiban masing-masing 
pihak. 
f. Jangka waktu berlakunya perjanjian. 
g. Cara melakukan pembayaran. 
h. Cara menyelesaikan perselisihan jika 
sengketa dalam kemitraan. 
Memperhatikan ketentuan diatas 
tidak lain memberikan perlindungan hukum 
kepada para pihak yang sepakat 
mengembangkan usahanya melalui pola 
kemitraan, seperti mengetahui kedudukan 
para pihak dalam pola kemitraan serta hak 
dan kewajibannya. Dan dalam ketentuan itu 
juga di tegaskan bahwa jika terjadi 
wanprestasi dalam kerja sama usaha itu 
harus di selesaikan menurut hukum 
Indonesia. Pertibangannya yaitu saling 
membutuhkan dan saling menguntungkan, 
serta saling memperkuat. Masing-masing 
pihak yang bermitra mepunyai kedudukan 
hukum yang sama untuk mengadakan 
tawar-menawar, tukar-menukar sumber 
daya, dengan imbalan jasa ekonomi.  
Dalam hal yang terkaitan yang 
berwawasan pembinaan biasa dilakukan 
melalui prakarsa pemerintah atau lahir dari 
perusahaan menengah atau besar dalam 
membina atau menumbuhkan usaha kecil. 
Agar pembangunan usaha dapat 
berlangsung secara seimbang, peran 
pemerintah sebagai broker harus di 
tempatkan untuk menjaga kepentingan para 
pihak sehingga tercipta kemitraan yang 
memberi manfaat bagi pihak-pihak yang 
bermitra. Pengembangan usaha kecil 
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melalui pola kemitaraan terdapat keraguan 
akan terlakaana sesuai dengan apa yang di 
harapkan, kerana ada keraguan bahwa 
usaha besar atau menengah akan 
memanfaatkan usaha kecil untuk 
mendapatkan keuntungan, pemda memberi 
perlindungan hukum kepada usaha kecil 
dalam pelaksanaan hubungan kemitraan 
dalam mengembangkan usaha mikro dan 
usaha kecil, sedangkan usaha menengah ke 
atas dilarang memiliki/ menguasai usaha 
kecil mitranya. 
Pasal 34 Undang-undang Nomor 9 
tahun 1995 menetapkan bahwa, Barang 
siapa dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melanggar hukum dengan mengaku 
atau memakai nama usaha kecil sehingga 
memperoleh fasilitas kemudahan dana, 
keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan 
kegiatan usaha atau pengadaan barang dan 
jasa atau pemborongan pekerjaan 
pemerintah yang di peruntukkan dan di 
cadangkan bagi usaha kecil yang secara 
langsung atau tidak langsung menimbulkan 
kerugian bagi usaha kecil di ancam dengan 
pidana penjara lima tahun atau denda 
paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua 
miliar rupiah). 
Usaha menengah atau usaha besar 
yang dengan sengaja melanggar ketentuan 
di atas akan di kenakan sanksi 
administrative berupa pencabutan izin 
usaha atau denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000 (lima miliar rupiah) oleh 
instansi yang berwenang (pasal 36) 
Undang-undang no. 9 tahun 1995. Secara 
umum keterkaitan dalam kemitraan usaha 
dapat di kelompokkan 2 kelompok, yaitu 
keterkaitan yang berwawasan usaha dan 
keterkaitan yang berwawasan pembinaan. 
Keterkaitan yang berwawasan usaha terjadi 
sebagai akibat perhitungan ekonomi 
semata-mata.  
 
III. PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pengembangan usaha melalui kemitraan 
Usaha, dikaitkan dengan UU Nomor 20 
Tahun 2008 yaitu, memberi kesempatan 
yang luas bagi koperasi untuk melibatkan 
koperasi dalam pameran produk unggulan 
dan pelaksanaan pasar rakyat atau pasar 
murah pada setiap tahun yang memberikan 
pelayanan kepada masyarakat untuk 
mendapatkan bahan kebutuhan pokok 
dengan harga yang layak, dalam rangka 
meningkatkan produksi rumput laut. 
Selain itu, pembentukan Koperasi 
mahasiswa di lingkungan kampus menjadi 
embrio tumbuhnya mental wirausahawan, 
melalui Koperasi Civitas Akademika dan 
Koperasi Prospek Mandiri. Memberikan 
kredit sebagai modal awal kepada lebih dari 
1000 mahasiswa dan sarjana yang baru 
lulus. Program lain yakni, terealisasi 
penumbuhan Wirausaha Baru di Sulteng 
sebanyak 6.040 unit per UMKM yang 
tersebar di 11 Kabupaten/Kota. Meliputi 
yaitu, Sektor industri sebanyak 35 unit.292 
wirausaha baru perunit UMKM, Sektor 
perdagangan sebanyak 19.024 wirausaha 
baru per unit UMKM dan Sektor jasa 
sebanyak 5.724 wirausaha baru per unit 
UMKM. Begitupun dengan realisasi Kredit 
Usaha Rakyat (KUR).  
2. Permasalahan hukum dalam pengembangan 
usaha di tinjau dari PP Nomor 40 Tahun 
1996 Tentang Kemitraan Usaha yaitu, 
Permasalahan hukum yang berkaitan 
dengan Pola Kemitraan yang sangat Kaku, 
aturannya sangat mudah akan tetapi dalam 
implementasinya masih birokrasi. 
Misalnya, dapat berbentuk subkontrak, pola 
vendor, dan pola dagang umum, dalam 
bidang pertanian umumnya dilakukan 
dalam bentuk Perusaha Inti Rakyat (PIR). 
Pencanangan kemitraan usaha untuk 
mengembangkan usaha kecil oleh 
pemerintah yang didasarkan pada 
kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi, ternyata tidak dapat bertahan 
jika tidak diimbanngi dengan distribusi 
hasil pembangunan secara merata, sehingga 
usaha menengah dan usaha besar ikut 
memperhatikan usaha kecil yang selama ini 
belum sempat menikmati hasil 
pembangunan nasional. 
B. Saran 
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1. Hendaknya disarankan adanya kemitraan ini 
yaitu, Kedudukan para pihak (Pemberi 
Kredit dan Pengusaha Mikro, Kecil dan 
Menengah) dalam pengembangan usaha 
melalui kemitraan adalah, menjaga 
Hubungan kerjsama tersebut. 
2. Adapun kedudukan para pihak haruslah 
setara atau seimbang, di mana para pihak 
masing-masing mempunyai hak dan 
kewajiban. Apa yang menjadi hak bagi 
pihak yang satu (usaha kecil) menjadi 
kewajiban bagi pihak usaha besar. Hak dan 
kewajiban para pihak dalam kemitraan 
ditentukan melalui perjanjian yang dibuat 
sebelumnya. 
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